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ABSTRAK 

 

 

Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 

NARAPIDANA KORUPSI  YANG DITOLAK ASIMILASINYA DIMASA 

PANDEMI COVID-19” ini bertujuan yang pertama, untuk mengetahui 

perlindungan hak asasi manusia yang harusnya di dapatkan narapidana korupsi 

dalam jaminan kesehatan di masa pandemi. Kedua, untuk mengetahui upaya apa 

saja yang dapat dilakukan para narapidana korupsi untuk memperjuangkan hak 

nya untuk mendapatkan asimilasi di masa pandemi covid-19. 

Metode penelitian pada penulisan ini penelitian hukum normatif. 

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-

undangan yang terkait. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 

perundang-undangan atau statute approach Dengan permasalahan yang terkait 

khususnya perlindungan Hak Asasi manusia seorang narapidana, baik dalam 

konteks hukum nasional maupun hukum internasional, seperti undang-undang, 

konvensi-konvensi yang tekait dengan masalah tersebut. 

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah dalam memberikan perlindungan 

Hak asasi manusia terhadap narapidana korupsi yang tidak mendapatkan asimilasi 

di masa pandemi, harusnya ada alasan-alasan yang menjadi pengecualian agar 

narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi dimasa pandemi ini tetap 

mendapatkan asimilasi sebagai perlindungan atas hak kesehataannya sebagai 

tindakan preventifnya. Namun karena hal tersebut belum diatur di suatu 

peraturan,maka aturan yang mengatur tentang Narapidana Korupsi yang tidak 

dapat memperoleh asimilasi tersebut, perlu diajukan Judicial Review. 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana Korupsi, Pandemi.  
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ABSTRACT 

  

  

This Research, with the title "PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

CORRUPTION CRIMINATOR WHO DENIED ASIMILITY DURING THE 

PANDEMIC COVID-19," this aims first, to determine the protection of human 

rights that should be obtained by corruption convicts in health insurance during 

the pandemic. Second, to find out what efforts corruption convicts can do to fight 

for their rights to get assimilation during the Covid-19 pandemic. 

The research method in this writing is normative legal research. This 

thesis research is carried out by analyzing the related laws and regulations. With 

problems related, especially the protection of a prisoner's human rights, both in 

the context of national law and international law, such as laws, conventions 

related to the problem. 

The conclusion in this paper is that in providing protection of human 

rights for corruption convicts who did not get assimilation during the pandemic, 

there should be exclusion reasons so that inmates who did not receive 

assimilation during this pandemic still received assimilation as protection of their 

health rights as a preventive measure. However, because this matter has not been 

regulated in a regulation, then the rules governing Corruption Prisoners who 

cannot obtain such assimilation, need to be submitted for a Judicial Review. 

  

Keywords: Human Rights ,Corruption criminator , Pandemic. 
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